KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 140 /024/Kpts/CMT-BTKP /V-2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI IV KOTO MUDIEK

KECAMATAN BATANG KAPAS

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

Membaca

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020
CAMAT BATANG KAPAS

Surat Wali Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Nomor -
46 /WN-IV.KM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Pengiriman
Rancangan Perturan Nagari tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari IV Koto Mudiek Tahun Anggaran

2020;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor
14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan
Nagari Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama
Bupati Pesisir Selatan tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Balang Kapas
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagarn

Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor21 Tahun 1957 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo
Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indaneaia Tahun 2015 Namar 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana (elah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomaor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 Tentang Nagari

11.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39
Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun
2020;

12.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari
serta Tunjangan Kehormatan Badan Permuyawaratan Nagari;

13.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang
bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 ;

14.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belamja
Na@ara Tahun Anggaran 2020 :

15.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang
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